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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

Menimbang :

Mengingat

AT

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

% BUPATI SOLOK,

bahwa |untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah | Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Sugsunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindubtrian dan Perdagangan;

9

Ung ang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41,/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

indahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kegamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);






Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peljangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Re;[yublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
deﬁgm Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016  tentang Pedoman
Nor‘;nenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha
Keqil dan Menengah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tenFang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah  Urusan Pemerintahan  Bidang
Perbagangan;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018
ten}Fang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
daq Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Perﬁerintahan Bidang Perindustrian;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016
teniang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lefnbaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8,
Tarhbahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor
69)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
At Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daﬁ}rah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3.

Dagrah adalah Kabupaten Solok.

Bupati adalah Bupati Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Solok.
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(2)

(1)

(4)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Me Iengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Solok.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinlas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub usaha
mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Keﬁala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Dagrah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. sekretariat;

b. bidang kelembagaan dan pengawasan.

c. bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan
saha mikro;

idang perindustrian,;

idang perdagangan; dan

. UPID.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
membawahi subbagian umum dan kepegawaian dan
subbagian perencanaan dan pelaporan.

Subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian
perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

{ e ] 0 S 2 e
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Dinas 1
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4, Dinas
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duk
met
bid:

d. pels
dan
bid:

€. - pel

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
¢, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala

ang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
ala Dinas.
a sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

uf ¢, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan

)gsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan
awah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
ninistrator.

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan pejabat penilai kinerja.

SES

'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin
1  Kepala UPTD yang berada dibawah dan
tanggungjawab kepada Kepala Dinas.

unan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
t (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

nmempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan
ah sub usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang
ngan .

Pasal 5

1elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

menyelenggarakan fungsi:

umusan kebijakan teknis pemerintah di bidang koperasi,

ha kecil dan menengah sub usaha mikro, bidang

industrian dan bidang perdagangan;

aksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha

il dan menengah sub usaha mikro, bidang perindustrian
bidang perdagangan;

nksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

tungan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan

nengah sub usaha mikro, bidang perindustrian dan

ang perdagangan;

aksanaan administrasi di bidang koperasi, usaha kecil
menengah sub usaha mikro, bidang perindustrian dan

ang perdagangan; dan

aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

hai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan
kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan
pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, sekretariat mempunyai fungsi:

a.

b.

Lzl

[U—

perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian
penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan
kinerja individu dan perjanjian kinerja Dinas;

penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana
tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah,
pengadaan dan pemeliharaan;

penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
perigoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan;

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup
Dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan
pelayananan kesekretariatan;

pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;

penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Dagrah;

pengoordinasian penyusunan laporan fisik dan keuangan
Dinas;

pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan urusan

tata u
ketatalal

saha, rumah tangga, kehumasan, protokol dan
ksanaan serta kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pengelolaan kepegawaian;

b. pengelolaan wurusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan;

c. pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan protokol;

d. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

peny

usunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana

pemeliharaan barang Dinas;
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penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Subbagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program, kegiatan dan anggaran dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi:

cls

b.
C
d

gz G

penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
penyiapan pelaporan kinerja;

penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran;

penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan
pembukuan keuangan;

pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran,;
penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan dari internal
maupun ekternal pemerintahan;

penyiapan  bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 12

Bidang kelembagaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu
kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang
akurat;

pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi;

pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabagn pembantu dan kantor kas;




Bidang

Bidang
mikro s

pengoordinasian pembentukan koperasi, perumbahan

pe

anﬂgaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

goordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi
yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

pengoordinasian penyelesaian data kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan koperasi;

penigoordinasian ~ penerapan  peraturan  perundang-
undangan dan sangsi bagi koperasi;

pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

SES

uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha
Mikro

i Pasal 14

lpernberdaj,faan dan pengembangan koperasi dan usaha
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,

mempunyai tugas dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan dan

pengem

bangan koperasi dan usaha mikro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14, bid

ang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan

usaha mikro mempunyai fungsi:

pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan
bagi koperasi;

a.
b.

pel

aksanaan promosi akses pasar bagi produk kopersi di

tingkat lokal dan nasional;

pen
tek:
per
usa
pen
per
pen

1igoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
nis anggota koperasi;

1goordinasian kemitraan antar koperasi dan badan
1ha lainnya;

1\goordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
angkat organisasi koperasi;

1goordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;

pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha
mikro;
pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro

di t

ingkat lokal dan nasional;

pengoordinasian pelaksanaan menitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;




~Sr—

fas—y

P

peglgoordinasian pendapatan izin usaha mikro kecil;
pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan
origntasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha
kecil;
penigoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sestiai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 16

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
perindustrian.

Pasal 17

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16, bidang perindustrian mempunyai fungsi:

a.

b.

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
melaporkan kebijakan daerah di bidang industri;
perlyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang pengembangan dan
pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang industri serta melaksanakan
administrasi kerjasama;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan
bidang industri, memantau dan mengawasi kepatuhan
usaha dan pemberian sanksi administratif untuk
pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri
menhengah dan izin usaha kawasan industri yang izinnya
dikeluarkan oleh pemerintah Daerah;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi
untuk industri unggulan Daerah;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kebijakan industri daerah perjanjian kerja sama dan
pelaksanaan administrasi kerja sama, serta fasilitasi
pemberian perizinan bidang industri, memantau dan
mengawasi kepatuhan wusaha dan memberi sanksi
administratif untuk pelanggaran izin usaha industri kecil,
izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan
industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Daerah;
penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pembangunan dan
pemberdayaan industri kecil dan industri menengah
unggulan Daerah;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah
pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan




infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan
oleh pemerintah Daerah;

penlyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk
industri unggulan Daerah;

penyusunan Kkebijakan afirmasi industri kecil dan
menengah

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kehijakan daerah di bidang standardisasi industri yang
izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Daerah;

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evalusi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi
industri di Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang perdagangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan perdagangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

a.

b

C,

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan;

pembinaan  terhadap  pengelola sarana  distribusi
perdagangan di wilayah kerjanya;

pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan
non perizinan usaha perdagangan;

pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya,
pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan
pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;

pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim

usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi
penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor
perdagangan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah
sektor perdagangan;

penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
banang penting di tingkat Daerah;

pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan barang penting di tingkat Daerah;

kogrdinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang
kehutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
pemantauan harga dan stok dan pasokan barang
kehutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan
stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah;
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SEY

ad.

bb.

CC.

dd.

ee,
ff.

hh.

peﬁyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah
dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah

ker

o

anya;

kodrdinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan
ope&asi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan
pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
perigawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

koa
kah
Dag

rdinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida
yupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat
erah;

penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang
nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi

pro
per
dar
dag

duk ekspor asal 1 (satu) Daerah;

iyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan
) partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran
ang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan

Daerah;

pern
pern
pen
per
pern
eks
pern
mal
pen
pet
tert
per
pen
fun
di s
pern
infc
pen
fasi
tert
pern
pel
usa
peli
kon
per
mo
pel
reg
S0S
pels
Ses

lyelenggaraan dan  partisipasi dalam kampanye
icitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerahj;
lerbitan surat keterangan asal;

nbinaan terhadap pelaku wusaha dalam rangka
igembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk
por;

lyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya
nusia penyidik pegawai negeri sipil perdagangan,
lyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen,
ugas pengawas barang dan jasa dan petugas pengawas
ib niaga, jabatan fungsional penera, pengamat tera,
1Igawas kemetrologian,;

lyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan
gsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian
seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya;

lyilapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem
yrmasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera,
Igamat tera, dan pengawas kemetrologian;

litasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah
ib ukur;

lyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
nksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku
lha di bidang pengendalian mutu;

nksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/
noditi;

netaan potensi komoditi Daerah;

nitoring mutu produk komoditi ekspor;

pksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;

strasi pelaku usaha komoditi ekspor;

lalisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan
aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat
dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan
Dinas |menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.

Pasal 22

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan
pejabat | fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem
pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 23

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan
pejabat [fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan
laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris dan kepala
bidang |wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di
lingkungan kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Solok Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi
Usaha [Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor
5 Tahun|2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Peratura

Agar
pengund
dalam B¢

Diundangkan di Arosuka

Pasal 26
n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
rita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal |8 Desas~oc 222

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

pada tanggal 18 Oesxec\a2 2022

SEKRETARIS DAEL
KABUPATEN SOL(

dto

MEDISON

RAH
DK,

BERITA DAERAH KABUBATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan

KEPALA BAGIAN HU
s

FEBRIZALDI

aslinya
KUM,
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